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PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE 
NOMOR 9 TAHUN  2008 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA PAREPARE, 
 

Menimbang  : a. bahwa untuk lebih memantapkan penyelenggaraan 
urusan-urusan pemerintahan sebagai bagian dari 
pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan 
bertanggung jawab di Daerah, maka perlu didukung 
dengan pembentukan organisasi perangkat daerah 
yang lebih sesuai dengan kebutuhan, kemampuan 
dan karakteristik Daerah; 

  b. bahwa penataan organisasi perangkat Daerah 
dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah dengan tujuan untuk lebih 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 

 



dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 
dengan Peraturan Daerah Kota.  

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999  tentang 
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 
Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003   Nomor 
15); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 



tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 
2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah; 

  11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
2003 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan 
dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, 
Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat 
Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten/Kota; 

  12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor .... Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Parepare. 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE 
dan  

WALIKOTA PAREPARE  
 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA 
TEKNIS DAERAH KOTA.  

 



KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare; 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip 
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah adalah Walikota beserta perangkat daerah 
otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah; 

4. Walikota adalah Walikota Parepare; 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare; 
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota 

Parepare; 
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Daerah Kota Parepare; 
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Daerah Kota Parepare; 
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Parepare; 
10. Inspektur adalah Inspektur Kota Parepare; 
11. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare; 
12. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare; 
13. Sekretaris adalah Sekretaris pada Lembaga Teknis Daerah Kota 

Parepare yang berbentuk Badan dan Sekretaris pada Inspektorat 
Kota Parepare; 


